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Abstrak: Pemilihan Kepala Desa tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara mengalami 

penundaan pelantikan terhadap 57 kepala desa terpilih yang menimbulkan krisis 

pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon Pemerintah 

Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola krisis tersebut dengan menggunakan 

kerangka Model Manajemen Krisis Steven Fink dan Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT). Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, sehingga 

dapat menggambarkan dinamika penanganan krisis dari tahap awal hingga 

resolusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak fase awal (prodromal), 

pemerintah melakukan deteksi potensi konflik, dilanjutkan dengan koordinasi lintas 

sektor ketika eskalasi protes meningkat. Respon yang ditempuh mencakup 

pembukaan ruang konsultasi kebijakan, penyampaian informasi melalui surat 

pemberitahuan, serta mediasi untuk meredam ketegangan. Strategi komunikasi 

yang semula defensif (diminish) bergeser menjadi konstruktif (rebuild) guna 

memulihkan kepercayaan publik. Tahap resolusi ditandai dengan pelantikan resmi 

setelah adanya koordinasi dengan kementerian terkait, yang mengakhiri krisis 

sekaligus memulihkan stabilitas administratif. Simpulan penelitian menegaskan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mampu mengelola krisis penundaan 

pelantikan kepala desa melalui tahapan deteksi dini, respon cepat saat demonstrasi, 

koordinasi lintas sektor, hingga pemulihan melalui klarifikasi dan pelantikan 

bertahap. Pergeseran strategi komunikasi dari diminish ke rebuild terbukti efektif 

dalam merestorasi legitimasi pemerintah. Meski demikian, penelitian ini masih 

terbatas pada perspektif pemerintah dan belum menggali pandangan masyarakat 

serta kepala desa terlibat. Rekomendasi diarahkan pada penguatan sistem deteksi 

dini krisis sosial, integrasi teori partisipasi publik, dan evaluasi komunikasi 

pascakrisis guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang. 

Kata Kunci: Manajemen Krisis, Model Fink, Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten, 

Strategi Komunikasi 

Pendahuluan 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banjarnegara 

pada Maret 2024 memunculkan krisis pemerintahan pasca keputusan Penjabat (Pj) Bupati 

untuk menunda pelantikan 57 kepala desa terpilih. Penundaan ini didasarkan pada 

perubahan regulasi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang merevisi masa jabatan 

kepala desa menjadi delapan tahun. Keputusan tersebut memicu gelombang protes dan 

bentrokan yang menimbulkan kerusakan publik dan korban luka. Aksi ini menyoroti 
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pentingnya manajemen krisis dalam merespons ketegangan yang dipicu perubahan 

kebijakan. 

Fenomena ini menunjukkan lemahnya deteksi dini dan komunikasi publik dalam 

mengelola potensi krisis. Ketiadaan perencanaan krisis menyebabkan respon pemerintah 

kurang antisipatif dan transparan, sehingga memicu penurunan kepercayaan masyarakat. 

Dalam konteks ini, manajemen krisis menjadi penting untuk mencegah, merespons, dan 

memulihkan kondisi pasca-krisis secara sistematis. Salah satu model yang relevan untuk 

menganalisis dinamika ini adalah Model Manajemen Krisis Steven Fink, yang membagi 

krisis ke dalam empat tahapan: prodromal, acute, chronic, dan resolution. Model ini 

menekankan pentingnya kesiapsiagaan, respon cepat, dan evaluasi pasca-krisis. 

Selain itu, pendekatan komunikasi melalui Situational Crisis Communication Theory 

(SCCT) dari Coombs digunakan sebagai kerangka untuk memahami strategi komunikasi 

pemerintah dalam menghadapi persepsi publik terhadap krisis. Dalam konteks 

Banjarnegara, respons komunikasi yang awalnya tidak efektif berangsur membaik melalui 

pendekatan rebuild strategy. 

Studi ini penting sebagai refleksi dan pembelajaran institusi pemerintah daerah 

dalam membangun sistem manajemen krisis yang adaptif terhadap dinamika sosial-politik. 

Kajian ini juga menekankan peran strategis hubungan masyarakat (humas) dalam menjaga 

kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, empatik, dan berbasis data. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman teoritis dalam ilmu 

komunikasi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan krisis di ranah 

pemerintahan daerah. 

Metodologi 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena krisis pemerintahan secara 

faktual dan mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan makna dari peristiwa 

sosial yang berkaitan dengan penundaan pelantikan 57 kepala desa terpilih oleh 

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Maret 2024, yang kemudian memicu protes 

publik dan ketegangan sosial-politik. Model manajemen krisis Steven Fink dan kerangka 

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs menjadi landasan teoritik 

dalam menganalisis tahapan krisis dan strategi komunikasi yang diterapkan pemerintah. 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh 

Kriyantono (2020), yang bertujuan menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan 

akurat dengan menekankan penggalian makna fenomena secara mendalam. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti mengungkap proses serta pola komunikasi dan kebijakan yang 

diterapkan dalam situasi krisis, dengan interpretasi serta konteks sosial sebagai fokus 

utama.  

Subjek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya aktor-

aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan manajemen krisis, sedangkan objek 

penelitian berupa strategi manajemen krisis dalam merespons aksi protes tuntutan 

pelantikan kepala desa. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah 

mendeteksi, merespons, dan memulihkan situasi pasca-krisis, sekaligus mengelola 

komunikasi publik selama krisis berlangsung.  
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Data penelitian bersumber dari data primer berupa wawancara mendalam dengan 

informan kunci yang dipilih secara purposif, serta observasi nonpartisipatif melalui 

dokumentasi visual, catatan rapat, dan tanggapan media sosial; serta data sekunder yang 

berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan media massa, artikel ilmiah, situs web 

resmi, dan unggahan media sosial institusional. Penentuan informan dilakukan dengan 

teknik criteria basic sample berdasarkan kriteria tertentu, yakni memahami konteks 

manajemen krisis, merupakan pejabat aktif, terlibat langsung dalam penanganan protes, 

mengetahui latar kebijakan pelantikan, serta berperan dalam strategi komunikasi dan 

kebijakan krisis.  

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi nonpartisipan, dan 

wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman serta perspektif informan. 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), 

meliputi reduksi data, penyajian data dalam narasi tematik yang merefleksikan tahapan 

krisis menurut Fink serta strategi komunikasi SCCT, serta penarikan kesimpulan yang 

diverifikasi melalui triangulasi.  

Uji kualitas data dilakukan dengan empat kriteria validitas kualitatif menurut 

Sugiyono (2019), yaitu credibility melalui triangulasi sumber dan konfirmasi informan, 

transferability dengan uraian kontekstual agar dapat direplikasi, dependability melalui 

dokumentasi proses analisis, serta confirmability dengan menjaga objektivitas peneliti. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada 

pengembangan kajian teoretis manajemen krisis dan komunikasi publik, tetapi juga 

memberi nilai praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen krisis 

yang adaptif, responsif, serta berlandaskan kepercayaan publik. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara menangani krisis yang timbul akibat protes masyarakat terhadap penundaan 

pelantikan kepala desa terpilih tahun 2024. Penanganan tersebut dianalisis melalui empat 

tahapan model manajemen krisis yang dikembangkan oleh Steven Fink, yaitu tahap 

prodromal, tahap akut, tahap kronis, dan tahap resolusi, serta diperkuat dengan 

pendekatan Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) oleh W. Timothy Coombs. 

 

Tahap Prodromal (Tanda Awal Krisis) 

Pada tahap ini, gejala awal krisis sudah tampak sejak adanya dinamika pemilihan 

kepala desa akibat isu rencana penundaan waktu pemilihan dikarenakan penyesuaian 

dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Seiring itu, muncul pula 

ketidakjelasan dari pemerintah mengenai waktu pasti pelantikan. Informasi yang tidak 

terdistribusi dengan baik membuat keresahan masyarakat kian meningkat.  

Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Daerah, melalui Sekretariat Daerah (Setda) 

dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Pemerintah sejak 

September 2023 telah melakukan berbagai koordinasi dan komunikasi intensif dengan 

Kementerian Dalam Negeri, termasuk berdiskusi dalam Forum Komunikasi Pimpinan 

Daerah (FORKOPIMDA) yang berisi pimpinan pimpinan dari lintas instansi. Pemerintah 
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juga telah bersurat kepada Desa melalui Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

setiap ada informasi baru. Namun, masih terdapat kekurangan pada pendeteksian dan 

antisipasi potensi konflik yang lebih besar. Terutama dalam mencegah miskomunikasi 

terhadap Kepala Desa Terpilih maupun Kepala Desa Petahana.  

Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya mulai merancang skenario komunikasi 

krisis dan menjalin komunikasi terbuka dengan publik serta pihak-pihak yang terlibat 

dalam sengketa. Namun, ketidakterbukaan informasi dan sosialisasi secara langsung serta 

belum memberikan jaminan kepada Kepala Desa terpilih maupun Kepala Desa Petahana, 

justru menimbulkan spekulasi negatif, terutama di media sosial dan komunitas masyarakat 

desa. 

 

Tahap Akut (Krisis Memuncak) 

Puncak krisis terjadi pada saat massa pendukung kepala desa menggelar 

demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati Banjarnegara pada 30 April 2024. 

Demonstrasi berujung ricuh hingga menyebabkan 12 korban luka-luka, 10 diantaranya 

merupakan massa, 2 lainnya adalah aparat. Selain itu demonstrasi juga menimbulkan 

kerusakan fasilitas publik. Demonstrasi ini salah satunya muncul karena belum 

memberikan jawaban yang memuaskan kepada masyarakat yang sebelumnya telah 

melakukan demonstrasi awal di Pendapa Kabupaten Banjarnegara pada 21 Februari 2024. 

Pemerintah merespon dengan melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa 

pelantikan belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses dan penyesuaian dengan 

UU Desa terbaru, yakni UU No. 3 Tahun 2024. Meskipun sudah mulai ada komunikasi 

resmi, namun strategi ini belum mampu meredam amarah publik. Pemerintah 

menggunakan pendekatan komunikasi yang cenderung top-down dan defensif, dengan 

narasi justifikasi bahwa pelantikan ditunda demi kepastian hukum. Dalam perspektif 

SCCT, strategi ini termasuk kategori "diminish", yaitu mencoba mengurangi persepsi 

negatif terhadap pemerintah. Sayangnya, strategi ini tidak cukup efektif karena publik 

sudah mengatribusikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah atas keterlambatan 

pelantikan. 

 

Tahap Kronis (Masa Pemulihan Awal) 

Setelah puncak konflik, kondisi mulai mereda namun belum sepenuhnya pulih. 

Terdapat kekosongan kepemimpinan di sejumlah desa yang menyebabkan pelayanan 

publik terganggu. Pemerintah mulai membentuk tim koordinasi antar dinas dan 

melakukan pendekatan informal kepada beberapa tokoh masyarakat untuk mencegah 

gelombang protes lanjutan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga mulai 

menyusun surat koordinasi kepada Kemendagri sebagai dasar hukum pelantikan tahap 

pertama. 

Namun pada tahap ini belum terlihat adanya upaya evaluasi publik atau program 

rekonsiliasi yang nyata. Informasi masih tersentral di tingkat pejabat tinggi, dan partisipasi 

publik belum dilibatkan secara aktif. Akhirnya, strategi komunikasi bertransformasi ke 

tahap "rebuild" yang dalam SCCT digunakan untuk memulihkan kepercayaan. Pemerintah 
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Kabupaten Banjarnegara memberikan SK Pelantikan sebagai jaminan kepada Kepala Desa 

Terpilih dan Kepala Desa Petahana tentang kelanjutan dari proses penundaan pelantikan 

yang diakibatkan oleh perubahan regulasi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024. 

 

Tahap Resolusi (Penyelesaian Krisis) 

Krisis dinyatakan berakhir setelah pemerintah melaksanakan pelantikan resmi 

untuk 6 kepala desa terpilih pada 27 Agustus 2024, dan pelantikan tahap kedua sebanyak 

51 kepala desa dilakukan pada 3 Februari 2025 setelah keputusan hukum diperoleh. 

Pelantikan ini dilakukan dengan koordinasi dari Forkopimda dan berbagai perangkat 

daerah lainnya. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu 

Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur. Media lokal 

dilibatkan dalam peliputan acara untuk menyebarkan pesan bahwa pemerintah sudah 

menyelesaikan masalah dengan legal dan konstitusional. 

Namun demikian, pelantikan yang bersifat administratif ini tidak dibarengi dengan 

penyembuhan luka sosial secara menyeluruh. Evaluasi pascakrisis hanya dilakukan di 

tingkat internal. Tidak ditemukan adanya forum warga, diskusi publik, atau laporan 

evaluasi manajemen krisis yang melibatkan masyarakat. 

 

Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah 

Strategi komunikasi pemerintah selama krisis bersifat fluktuatif. Pada awalnya, 

pemerintah cenderung menggunakan strategi penyangkalan (denial) dengan mengatakan 

bahwa belum ada keputusan yang melanggar hukum. Kemudian, beralih ke strategi 

justifikasi (diminish), dan akhirnya mengambil pendekatan pemulihan kepercayaan 

(rebuild) setelah adanya pelantikan. 

Namun, dari perspektif SCCT, strategi yang digunakan oleh pemerintah kurang 

sesuai dengan persepsi publik yang menganggap krisis ini sebagai "preventable crisis", 

yakni krisis yang seharusnya bisa dicegah jika pemerintah bertindak cepat dan terbuka. 

Oleh karena itu, seharusnya strategi rebuild lebih ditekankan sejak awal, misalnya dengan 

permintaan maaf publik dan program pemulihan komunikasi. Maupun memberikan 

jaminan dari adanya penundaan pelantikan tersebut, agar Kepala Desa dan masyarakat 

pendukung timbul kepercayaan terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 

 

Keterlibatan Lintas Instansi 

Dispermades PPKB, Bagian Pemerintahan, serta Dinas Kominfo Banjarnegara, 

menjadi aktor penting dalam proses penanganan krisis. Namun, sayangnya tidak ada tim 

manajemen krisis lintas sektor yang dibentuk secara resmi. 

Dinas-dinas tersebut memiliki peran masing-masing sesuai Tugas Pokok dan Fungsi 

(Tupoksi). Dispermades PPKB sebagai peran utama yang mengetahui secara detail 

kronologi dan proses dinamika penundaan pelantikan kepala desa. Bagian Pemerintahan 

berperan dalam analisis kebijakan publik dan turut serta dalam agenda komunikasi 

Forkopimda maupun dengan Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi. Lalu Dinkominfo 

sebagai media penyampaian informasi kepada publik melalui press release yang diunggah 
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pada website resmi pemerintah, serta mengelola komunikasi dengan media lokal yang 

bekerja sama. Dinkominfo juga melakukan pengecekan dan menyaring apabila terdapat 

misinformasi. Setelah ditelusuri, informasi dari berbagai media sudah cukup berimbang 

dan tidak ada HOAKS. 

 

Refleksi dan Implikasi 

Krisis ini menjadi refleksi bahwa pemerintah daerah perlu memiliki sistem deteksi 

dini terhadap gejolak sosial, terutama dalam momen-momen rawan seperti Pilkades. Selain 

itu, krisis juga menunjukkan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa komunikasi 

publik yang baik. Masyarakat tidak hanya menuntut kejelasan hukum, tetapi juga keadilan, 

partisipasi, dan kepastian yang menjamin. 

Dalam konteks manajemen krisis, pendekatan yang hanya mengandalkan jalur 

hukum akan menghasilkan pemulihan administratif, bukan pemulihan sosial. Oleh karena 

itu, pemerintah seharusnya mengembangkan pendekatan manajemen krisis yang bersifat 

partisipatif, transparan, dan inklusif. 

 

Integrasi Model Fink dan SCCT 

Integrasi antara Model Fink dan SCCT dalam konteks krisis Banjarnegara 

menunjukkan bahwa manajemen krisis yang ideal adalah yang tidak hanya memahami 

tahapan krisis, tetapi juga mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan ekspektasi 

dan persepsi publik. 

Model Fink memberikan kerangka tahapan yang jelas, sedangkan SCCT memberi 

petunjuk strategis tentang bagaimana menyampaikan pesan pada setiap tahap tersebut. 

Dalam kasus ini, pemerintah berhasil menjalani semua tahapan Fink, namun gagal dalam 

mengoptimalkan strategi komunikasi SCCT secara maksimal, terutama pada tahap 

prodromal dan akut. 

 

Implikasi Teoritis dan Praktis 

Penelitian ini menegaskan relevansi Model Fink dalam konteks pemerintahan lokal 

dan menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendekatan komunikasi dalam setiap fase 

krisis. Di sisi praktis, hasil penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah daerah perlu 

menyusun pedoman manajemen krisis secara formal, termasuk pelatihan komunikasi 

darurat dan pelibatan warga. 

Dari hasil dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Banjarnegara menghadapi krisis sosial-politik akibat penundaan pelantikan 

kepala desa tanpa kesiapan manajemen krisis yang sistematis. Meskipun pada akhirnya 

krisis terselesaikan secara administratif, namun penyelesaian tersebut belum menyentuh 

aspek sosial dan komunikasi publik secara memadai. Krisis ini membuktikan bahwa 

keterlambatan dalam merespon tanda-tanda awal krisis, ditambah komunikasi yang tidak 

empatik dan tidak partisipatif, akan memperbesar skala konflik serta memperpanjang masa 

pemulihan sosial. 
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Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengelola 

krisis penundaan pelantikan kepala desa tahun 2024 secara bertahap sesuai dengan tahapan 

krisis dalam Model Fink, dimulai dari deteksi potensi krisis, respon cepat saat eskalasi 

puncak, hingga fase pemulihan dan evaluasi pasca-krisis. Krisis ini berakar dari perubahan 

kebijakan pusat yang berdampak langsung terhadap hasil Pilkades di daerah, sehingga 

memicu resistensi publik. Pada tahap prodromal, pemerintah mulai menyusun komunikasi 

awal dan koordinasi, namun keterlambatan penyampaian informasi menimbulkan celah 

ketidakpercayaan. Krisis mencapai fase akut saat demonstrasi besar terjadi, di mana respon 

pemerintah mulai diarahkan pada klarifikasi kebijakan dan penanganan segera. Tahap 

kronis ditandai dengan pemulihan komunikasi publik, dan tahap resolusi diselesaikan 

melalui pelantikan bertahap serta evaluasi internal pemerintah. 

Strategi komunikasi pemerintah menunjukkan pergeseran dari pendekatan defensif 

menuju pendekatan pemulihan (rebuild), ditandai dengan transparansi dan klarifikasi 

informasi yang lebih intensif. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi 

adaptif dalam menghadapi krisis yang bersifat preventable, yakni persepsi publik sangat 

menentukan legitimasi pemerintah. 

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis dan teoritis, karena hanya 

melibatkan sudut pandang pemerintah sebagai narasumber utama. Oleh karena itu, kajian 

lanjutan perlu melibatkan perspektif masyarakat dan memperluas pendekatan teoritis 

untuk memahami peran partisipasi publik dalam manajemen krisis pemerintahan daerah.  

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik manajemen krisis di 

pemerintah daerah, terutama dalam konteks kebijakan yang bersinggungan langsung 

dengan kepentingan masyarakat. Pergeseran strategi komunikasi pemerintah dari 

pendekatan diminish menuju rebuild menegaskan pentingnya transparansi, klarifikasi, 

serta percepatan respons sebagai kunci menjaga kepercayaan publik. Integrasi Model Fink 

dan SCCT memperkuat pemahaman tentang dinamika krisis, mulai dari deteksi dini hingga 

resolusi, sekaligus menekankan perlunya kesiapsiagaan komunikasi sejak tahap 

prodromal. Selain itu, krisis ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak dapat 

diabaikan, karena keterlibatan warga berperan besar dalam meredam eskalasi konflik. 

 Oleh karena itu, rekomendasi praktis yang perlu diperhatikan pemerintah daerah 

adalah penyusunan crisis communication plan yang adaptif, pembentukan forum 

komunikasi lintas aktor termasuk masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan 

krisis agar kelemahan di masa lalu tidak terulang. Sementara itu, saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah menggali perspektif kepala desa dan masyarakat, mengintegrasikan 

teori partisipasi publik dalam analisis, serta melakukan studi komparatif di daerah lain 

untuk memperkaya pemahaman mengenai pola penanganan krisis pemerintahan lokal. 
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